





KEBIIAKAN LINGKUNG AN TERPADU

UULH), menyatakan bahwa "Seti

e , lap or ., \
ussha wajib memelihara kelestariz[:n kir;?al}sl nfamc;md]anka" Suatu bidang
scrasi  dan  seimbang puan lingkungan hidup yang

, untuk  menun;

. T ., ]an
berkesinambungan.” Sebagai tingay lanjut daﬁgketgstr:bangunan
Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 198 " pasel terschut

menyatakan  bahwa

dilakukannya,”
Pembangunan berkesinarnbungan sebagaimana disebutkan dalam

pasal.’) Ayat (1) UULH pada dasarnya merupakan padanan dar

sustainable development yang dike sion

. mukakan oleh “The World Commiss;
on anrgnrnent and Development” (WCED). Di samping itu dikenal :sstillzg
lam, yaitu pembangunan berwawasan lingkungan yang merupakan

kebijakan lingkungan r}as‘}onal yang dituangkan dalam Pasal 1 angka 13
UULH, yang berbunyi “upaya sadar dan berencana menggunakan dan
mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang
berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.” Hal ini berarti bahwa
setiap dampak kegiatan dari penggunaan dan pengelolaan sumber daya
harus senantiasa diperhitungkan untuk menopang pembangunan secara
berkelanjutan. Kedua konsep tersebut dipakai sebagai dasar kebijakan
lingkungan nasional di Indonesia.

Dalam rangka kegiatan pembangunan, pemerintah atau pembuat
kebijaksanan mempunyai satu alat yang dapat dipakai untuk mengarahkan
masyarakat dalam mewujudkan keinginannya yaitu melalui peraturan-
peraturan yang dibuat (W arassih, 1991). Di sini hukum difungsikan sebagai

instrumen atau sarana. Di samping hukum dapat dipergunakan sebagai

sarana untuk melakukan perubahan-perubahan secara sadar, hukum juga
dipakai sebagai sarana untuk mewujudkan twuan-tujuan kebijaksanaan
pemerintah (Fuller, 1971). '
Pada dasarmnya terdapat kaitan dan arti penting hukum bagi
kebijaksanaan dan sebaliknya. Dengan demikian terdapat hubungan yang
langsung antara kebijaksanaan dan hukum. Hukum merupakan serangkaian
alat yang ada pada pemerintah untuk mewujudkan kebijaksanaan; “Beleid is
erop gericht recht tot gelding te brengen. Omacekeerd is rechisvorming de
nomrmzijde van beleid .... Overheidsbeleid is naar ziin beginsel vox-ming
van publickrecht en planning vormt de normerende grondsiag voor het
beleid” (Drupsteen, 1982), . . .
UULH yang menampung kebijaksanan lingkungan di Indonesia
menghendaki penjabaran lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan
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lingkungan. ~ Kebijaksanaan lingkungun  yiang mnneul dapat  berupa
penetapan pemerintah misalnya dalam prosedur perijinan, penentuan baku

mutu  lingkungan, proscdur analisis mengendi dampak lingkungan dan

schagainyi (Rangkuti, 1987). |
K cbijaksanaan pada dasamya mengandung pengertian penctapan tujuan

dan sarana (Drupsteen, 1983). Dengan demikian hukum (peraturan
pcmndang-udangan) merupakan salah satu sarand yang dapat digunakan
oleh pemerintah dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan ke
dalam masyarakat. Penggunaan hukum yang demikian ini merupakan
fungsionalisasi hukum dalam konsep yang modern, di mana hukum selain
berfungsi sebagai social control, sekaligus juga dapat berperan sebagai
sarana mewujudkan kebijaksanaan pemerintah ke dalam masyarakat
(Islamy, 1989). Meskipun demikian harus diakui, selain hukum memiliki
kelebihan atau kemampnan, ia juga memiliki keterbatasan-keterbatasan
yang ada (Rahardio, 1986).

Meskipun  pemerintah telah menetapkan kebijaksanaan untuk
mengendalikan peneemaran dan telah diwujudkan secara normatif dengan
berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, namun apa yang
diharapkan tidak selalu sama atau sesuai dengan apa yang terwujud dalam
realitas empiris. Hal itu dapat terjadi karena kurang disadari bahwa setiap
peraturan yang telah dibuat berarti suatu rencana tindakan selanjutnya yang
harus telah disiapkan pula, termasuk penyediaan sumber daya, terutama
manusianya, dana, fasilitas, dan sebagainya (Warassih, 1991).

Selain  sistem pengawasan yang dilakukan seeara kontinyu dan
ronsisten memiliki andil yang eukup besar bagi keberhasilan pengendalian
pencemaran limbah eair industri, kultur hukum juga merupakan faktor lain
yang menentukan keberhasilan pencapalan tujuan kebijaksanaan melalui
peraturan perundang-undangan. '

Dalam hal kultur hukum, para industriawan Indonesia masth sangat
lemah budaya pentaatan dan kepatuhannya terhadap peraturan perundangs
undangan. Hukum lingkungan yang menganut asas Polluters Pays
Principle: yang berarti bahwa yang berkewajiban menanggulangi
pencemaran lingkungan adalah mereka yang menyebabkan timbulnya
pencemaran, dirasakan sebagai hal yang memberatkan sehingga banyak
tidak dipatuhi. |

Dari hasil penelitian diketahui bahwa industriawan yang membuang
limbah eair industri di sepanjang Daerah Pengaliran Sungai (DPS)
Bengawan Solo, 65 % di antaranya masih memiliki persepsi Prokasih
sebagai “beban yang memberatkan,” dan 35 % lainnya memiliki persepsi
“kewajaran” dan “keharusan” {Jamin, 1992).

66



KEBIJAKAN LINGK UNGAN TERPADU

Dalam ranglf.a pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pemerintah
mcnetapkan kebijaksanaan yang bertujuan untyk mengurangi kemerosotan
mutu lingkungan hidup, terutama lingkungan perairan dan udara, yang
disebabkan oleh dampak negatif dari aktivitas berbagai kegiatan yang
menyebabkan pencemaran, Dengan  semakin kompleksnya masalah
pencemaran  dan Pengendaliannya, maka Upaya pengendalian dampak
lingkungan harus dikembangkan ke arah kegiatan bisn;
berwawasan lingkungan, Unt

vasar uk itu perlu diperhatikan beberapa kegiatan
sebagai berikut;

I. memilih usaha yang {idak atau  seminimal mungkin berpotensi
menimbulkan dampak lingkungan;

2. memilih teknologi yang hemat bala baku dan energi, dan yang sedikit
menghasilkan limbah, serta tidak merusak lingkungan;
3. memilih lokasi yang sesuaj

dengan tata ruang dan daya dukung

lingkungan;
4. memahami potensi dampak yang
mempersiapkan diri untuk mengat

5. memenuhi syarat pembuangan limbah dan emis; yang ditentukan dan
tidak menimbulkan pencemaran,;

melaksanakan upaya meminimalisagi |
7. mengelola limbah bahan berbahaya

sesuai dengan kaidah teknis dan ketent
mempersiapkan sistem tanggap keada

. melaksanakan pemantauan pencemaran sendiri (self monitoring):dan

10. memberikan informasi yang cukup, melakukan konsultasi dan
bertanggung jawab terhadap stake holder dalam kegiatan-kegiatan yang

menyangkut kepentingan umum.

Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian, maka pemban

gunan Industri dilaksanakan atas dasar konsepsi
Wilayah Pusat Pertumbuha

n Industri (WPPI). Dalam konsepsi WPPI ini
terdapat tingkatan dalam proses pertumbihan industri sebagai berikut: Zona
Industri, Kawasan Industri, Pemukiman Industri Kecil, Sarana Usaha
Industri Kecil, dan Sentra-Sentra Industri Keeil,

Pembangunan industri yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem
pengelompokan semacam itu dimaksudkan agar mampu menjaga dan
mengendalikan dampak negatif yang timbul oleh kegiatan industri terhadap
lingkungan hidup di sekitarnya.

akan ditimbulkan oleh usahanya, dan
asinya;

imbah dan emisi kegiatannya;

dan beracun secara aman serta
uan yang berlaku,
an darurat;
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1. TANTANGAN DAN MANFAA'T KEBIJAKAN TERPADU

Berbagai kebijaksanaan yang telah dilakukan selama ini, seeara empirik
belim membawa hasil yang memnaskan, Dampak yang paling tcrasa akibat
pertumbuhan industri adalah meningkatnya peneemaran lingkungan akiba
tidak scmpurnanya sistem pengolahan dan pembuangan limbah. Limbah
industri dapat berwujud:

I. limbah padat, scperti sampah organik, bekas kemasan berupa botol
kaleng, dan kantong plastik; '

2. limbah cair, antara lain bekas minyak pelumas, eairan bercampur lumpur
yang mengandung antara lain logam berat dan lain-lain;

3. gas, partikel, debu dan lain-lain.

Potensi pencemaran akibat kegiatan dan pengembangan industri sangat
besar terhadap lingkungan terutama perairan yang ada. Dari hasil penelitjan
yang pernah dilakukan, Pulau Jawa mencrima beban pengembangan
industri yang paling besar dan telah mengalami berbagai tingkatan
permasalahan peneemaran limbah cair industri pada berbagai sungai, danau
dan waduk, muara maupun perairan pantai (Soedomo, 1995).

Menurut hasil penclitian tersebut, di daerah aliran Sungai Citarum dj
bagian hulu dan hilir, pemusatan pengembangan industri di cekungan
Bandung dan di daerah Cikampek, Kerawang, dan Bekasi, telah secara
berarti mempengaruhi kualitas sungai dan kanal yang ada. Dengan kata
lain, kegiatan industri telah memberi kontribusi yang jauh lebih besar dalam
pencemaran organik, baik yang konservatif maupun yang nonkonscrvatif,
Peningkatan yang berarti sudah dapat diperkirakan dalam lima tahun
terakhir ini. Di Citarum Hulu dan Ceckungan Bandung, beban organik
industri adalah setara dengan 2,8 juta penduduk. Daerah Citarum Hilir pada
tahun 1989 telah menerima beban organik industri sebesar 42 ton/hari atau
setara dengan 1,6 juta penduduk. Pengembangan kawasan industri selama
lima tahun terakhir ini akan menaikkan beban tersebut. Diperkirakan beban
industri yang masuk sekarang telah meningkat dua kali lipat (Soedomo,
1993).

Di berbagai tempat telah banyak dilaporkan permasalahan
lingkungan yang pada akhimya sering pula memicu permasalahan sosial.
Menurut data dari Proyek Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran
Lingkungan BAPEDAL, jumlah surat pengaduan masyarakat tentang
kasus pencemaran lingkungan yang masuk ke BAPEDAL pada tahun
anggaran 1994-1995 sebanyak 101 kasus, Dari 101 kasus tersebut yang
dapat diselesaikan baru sebanyak 4 kasus, sedangkan yang sempat didata
dari mass media (surat kabar) sampai dengan April 1995 sebanyak 266
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1. Gugata.n perdata (ganti kerugian). Hal in dapat dilakukan jika ada
kepentingan-kepentingan pribadi yang dirugikan scbagai akibat adanya
penecemaran,

2. Pembebanan biaya upaya peimu

. : lihan lingkungan. Jika peneemaran
terscbut  tidak merugikan seca

ra

peneemar setelah melalui mekanisme
Upaya tcx'gkhlr f]ari pengendalian pencemaran dapat dilakukan melalui
upaya rcpr‘esﬁ‘, yaitu pemberian sanksi kepada pencemar baik sanksi
admimstratif maupun sanks; pidana, Upaya-upaya tersebut perlu
dirumuskan dalam suatu pola kebijaksanaa

N secara terpadu, baik dalam
tataran konsep maupun pelaksanaannya,

IV. KESIMPULAN
Dari hasil analisis da

. pat disimpulkan bahwa dalam pengendalian
pencemaran limbah industri dj

1 sering kali bersifat multidimensi, berskala
regional atau bahkan nasional.
Di samping itu, upaya pengendalian pencemaran limbah industri erat
kaitannya dengan wewenang berbagai departemen, institusi/kelembagaan
dan daerah, misalnya dalam hal perencanaan, perijinan, pemantauan dan
pemeriksaan, ukuran njlai ambang batas, baku mutu lingkungan, serta
pemberian sanksi. Oleh karena ity agar pengendalian pencemaran limbah
cair industri dapat efektif, serta tidak teriad; overlapping bahkan terjadi

kontradiksi satu sama lain, diperlukan perumusan

n dan penyelenggaraan
kebijaksanaan terpadu dan lintas sektoral dalam penentuan langkah-langkah
dan program; termasuk di bidang peraturan perundang-undangan sebagai
penjabaran kebijaksanaan yang telah ditetapkan, ?

Unsur keterpaduan merupakan hal yang esensial dalam pengelolaan

lingkungan hidup. Hal ini dengan tegas diatur dalam Pasal 18 UULH yang

isinya menekankan bahwa keterpaduan horizontal menjamin adanya

kescrasian hubungan antarsektor, Tujuannya adalah agar hasil yang
diperoleh merupakan upaya bersama yang memperhitungkan semua
kepentingan yang kadang-kadang saling berbenturan satu sama lain.
Keterpaduan  vertikal merupakan  keserasian antara  pelaksanaan
kebijaksanaan dan pogram pusat dengan daerah.
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